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A. Latar Belakang Masalah 
Telah menjadi kodrat setiap manusia bahwa setiap orang yang normal 
mempunyai keinginan dan kecenderungan untuk hidup berpasangan antara 
seorang lelaki dan seorang perempuan yang disebut dengan ikatan perkawinan. 
Perkawinan sendiri merupakan sebuah bentuk solusi dari Allah SWT yang 
diberikan kepada manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai 
dengan aturan dan konsep ajaran yang benar baik secara hukum dan norma 
etika kesusilaan1. 
Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
disebutkan  perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah 
Tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha 
Esa. Arti perkawinan tersebut dimaksud adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan 
perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 
Pernikahan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Komplikasi Hukum Islamadalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon 
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
                                                          
 1Ahmad Supardi Hasibuan, Islam Sosial Sebuah Tafsir Atas Realitas, (Jakarta: 
Penamadani, 2012). h. 246 
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ibadah. Pasal 3 KHIdisebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah2. 
Di dalam Al Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21, Allah telah menganjurkan 
umat Islam melangsungkan pernikahn melalui firmannya : 
 َأ 9ۡ ِّ; <>َُ? @ََABَ َۡنأ ٓۦGِِH َٰJاَء 9ۡ;َِو ٗة َّدRَ َّ; <>َُSTَۡU VَWَXََو YَZTَۡ?ِإ ْاRُٓS>ُ]َۡHِّ? YXٗ َٰوَۡزأ <ۡ>ُ]ُِ_`  َِّنإ ًۚcdَeَۡرَو
 َنوgَُّ>َ_َHَJ ٖمRَۡjِّ? kٖ َٰJٓlَ mَِ? َٰذ oِp. ٢١   
Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 




Sedangkan istilah perkawinan dalam Al – Qur’an disebut dengan istilah 
‘nakaha’ yang memilki arti berhimpun atau berkumpul, dalam istilah lain 
perkawinan juga disebut juga dengan istilah ‘zawaja ’yang memiliki pengertian 
berpasangan dengan tujuan membentuk keluarga dan masyarakat muslim 
secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnyauntuk 
mengamalkan sunnah Muhammad SAW4. 
Dalam hal perkawinan dikenal istilah perkawinan tidak dicatat, pengertian 
“perkawinan tidak dicatat” berbeda dengan “Perkawinan Siri”. Yang dimaksud 
dengan “Perkawinan tidak dicatat” dalam tulisan ini adalah perkawinan yang 
memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak 
dicatatkan atau belum dicatkan di Kantor  Urusan Agama (KUA Kecamatan) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Intan si Pelaksanaan Kecamatan 
                                                          
 
2
Kompilasi Hukum Islam Di Indimesia. (Intruksi Peresiden RI. Nomor 1 Tahun 1991) 
h..14   
 3Depag RI, Alqur’an dan terjemahannya, (Jakarta : yayasan penyelenggara penterjemaha 
Al-Qur’an, 1983). h. 55 
 4Kadar M. Yusuf, Tafsir Tematik Ayat Hukum Ayat-Ayat Tentang Munakalah, 
(Pekanbaru: al- Mujahadah Pres, 2008). h. 139 
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setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Adminitrasi kependudukan. 
Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan” kedua 
istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah yang 
“perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa Perkawinan itu tidak mengandung 
unsur “tidak disengaja” yang mengiringi iktikat atau niat seseorang untuk tidak 
mencatatkan Perkawinannya. Adapun istilah “Perkawinan tidak dicatatkan” 
terkandung iktikat atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud 
Perkawinanya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan5. 
Hadis mengenai “Syi’ar Perkawinan” melalui pesta ataupun Walimah 
adalah sebagai dasar hukum dilakukannya “pencatatan perkawinan”, meskipun 
antara keduanya terdapat perbedaan makna6. 
Makna pada “pesta perkawinan” ataupun Walimah atas “perkawinan tidak 
dicatat” adalah berdampak pada Syi’ar atau pemberitahuan meluas kepada 
masyarakat dan khalayak ramai, bahwa perkawinan antara kedua mempelai 
telah terjadi, terutama pada undangan. Sedangkan makna “pencatatan 
perkawinan” atas “perkawinan tidak dicatat” yang tidak disertai pesta 
perkawinan ataupun Walimah adalah hanya terbatas sebagai salah satu alat 
bukti perkawinan dan sebagai alat ketertiban masyarakat atau negara semata7. 
Dalil tentang wajibnya Walimah berdasarkan hadist di bawah ini: 
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Ibid. h. 153  
 6Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Nailul Authar Jilid 3. (Jakarta: Pustaka 
azzam 2006)h. 498. 
 7 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak dicatat. (Jakarta: 
Sinar grafika 2010) h. 151 
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 GِTَْA~َاRُْUgِْاَو,َحY>َِّS?ا اََھاRُْSِA~َْا : َلYَ <َّْAَاَو GِTَْA~َ ُالله َAَ ِّِَّS?ا 9ِ~َ ,َcَِءY~َ 9ْ~َ
 ِلYَUgْِ?ْYِU.  
Artinya: dari aisyah, dari nabi SAW. Beliau bersabda, umumkanlah 
pernikahan ini. Dan tabulah ghurbal (duful). 
 
Pendapat yang mengatakan bahwa Walimah adalah wajib  berdasarkan 
hadist riwayat aisyah dalam kitab shaih sunan ibnu majah8. Selain hadist yang 
diriwayatkan oleh Abdurrahman Bin Auf masih banyak lagi hadist yang 
mempunyai makna yang sama tentang wajibnyaWalimahatau pemberitahuan 
pernikahan. 
Menurut penulis ada persamaan wajibnya antara pencatatan pernikahan 
dengan walimah atau pemberitahuan pernikahan yaitu untuk tercapainya fungsi 
perkawinan. Itulah alasan mengapa penulis berpendapat bahwa pencatatan 
perkawinan adalah wajib. 
Desa Tanjung Baru adalah salah satu dari Desa yang ada di Kecamatan 
Batang Lubu Sutam, Desa Tanjung Baru diduduki oleh 157 kepala keluarga. Di 
Desa ini terjadi sebuah kejanggalan jika ditinjau secara hukum. Kejanggalan 
hukum yang terjadi adalah 50 kepala keluarga dari total 157 kepala keluarga 
tidak mendaftarkan perkawinannya di Instansi yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah (KUA)9. 
Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 disebutkan 
bahwa setiap Perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku10. Situasi dan kondisi yang terjadi di Desa Tanjung Baru sudah 
                                                          
 8Muhammad Nashiriddi. Shahih Sunan Ibnu Majah. (Jakarta: Pustaka Azzam 2007).h. 
188 
 9Data diambil dari Arsip Desa Tanjung baru, 17 Maret 2015 
 10Muhammad Amin Suma. Himpunan Undan-Undang Perdata Ialam Dan Peraturan 
Pelaksaan Lainya Di Negara Hukum. (Jakarta: Raja Grapindo Persada 2004). h. 522 
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berlangsung cukup lama sehingga muncul permasalahan yang tidak terduga 
sebelumnya. Kejadian ini terjadi pada beberapa warga Desa Tanjung Baru 
diantaranya : 
1. Ahmadi Nasution, 28 Tahun, yang memiliki tiga orang anak.  Ahmadi 
menemukan permasalahan yaitu tidak biasa mengurus Akta Kelahiran putra 
terakhirnya karena tidak memiliki Buku Nikah. 
2. Parlindungan Hasibuan 35 Tahun memiliki 5 orang anak. Parlindungan 
menemukan permasalahan disaat ingin membuat Kartu Keluarga, karena 
Pihak Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas tidak mengabulkan 
Pengajuan Pembuatan Kartu Keluarga tanpa ada Buku Nikah. 
3. Redoan Nasution, 37 Tahun, memiliki 5 orang anak. Redoan juga 
mempunyai masalah yaitu tidak lulus dalam pengurusan kredit kenderaan 
bermotor roda dua karna tidak memiliki Kartu Keluarga11. 
Kasus yang terjadi pada Ahmadi Nasution, Parlindungan Hasibuaan 
dan Redoan Nasution adalah beberapa dari warga yang mendapatkan masalah 
karena tidak mencatatkan Perkawinannya di Instansi Pemerintah ( KUA ), 
masih banyak kasus lain yang terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang 
Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. 
Kasus yang menimpa  hampir  50 Kepala Keluarga dari 157 Kepala 
Keluarga di Desa Tanjung Baru adalah karena minimnya pengetahuan 
masyarakat Desa Tanjung Baru dan Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan 
oleh Lembaga Penyuluhan Kantor Urusan Agama ( KUA )Desa Tanjung Baru 
                                                          
 11Ahmadi Nasution, Parlindungan Hasibuan, Redoan Nasution  (Warga Desa TJ. Baru)  
(wawancara) 17, 18 Maret 2015 
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Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, sehingga 
masyarakat Desa Tanjung Baru tidak menyadari akan pentingnya Pencatatan 
Perkawinan sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 
197412. 
Atas dasar itulah mengapa penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
mengenai permasalahan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan 
penulis tertarik untuk membahas permasalah di atas, yang dituangkan dalam 
tulisan yang berjudul: PENYEBAB TIDAK TERCATAT PERKAWINAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus 
Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten 
Padang Lawas). 
 
B. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta 
titik masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang 
diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun 
batasan masalah yang diteliti yaitu persepsi masyarakat terhadap pencatatn 
perkawinan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam  Kabupaten 
Padang Lawasmenutut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian iniberdasarkan latar 
belakang diatas  adalah : 
                                                          
12Panawar Hasibuan, ( Tetua Adat Desa Tanjung Baru ) Tanjung Baru, wanwancara, 
19 Maret 2015 
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1. Apa penyebab tidak tercatat perkawinan di Desa Tanjung Baru Kecamatan 
Batang Lubu Sutam tentang Pencatatan Perkawinan? 
2. Apa yang mempengaruhi peyebab tidak tercatat perkawinanan di Desa 
Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam ? 
3. Bagaimana tinjauan tidak tercatat perkawinan di Desa Tanjung Baru 
Kecamatan Batang Lubu Sutam ? 
 
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Tanjung Baru 
Kecamatan Batang Lubu Sutam tentang Pencatatan Perkawinan. 
2. Untuk mengetahui Faktor apayang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa 
Tanjung Baru terhadap pencatatan perkawinan. 
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
persepsi masyarakat terhadap pencatan perkawinan di Desa Tanjung Baru. 
Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui penyebab tidak tercatat perkawinan di Desa Tanjung Baru 
Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. 
2. Mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi tidak tercatat perkawinan di 
Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam. 
3. Mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatan 
perkawinan di Desa Tanjung Baru. 
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4. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program 
(S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwalus Syahsiyah  pada 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 
bangku kuliah dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang 
penulis teliti. 
6. Sebagai pertimbangan untuk dilakukanya sosialisasi lebih dalam mengenai 
pentingnya pencatatan perkawinan dan upaya mengatasinya. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field reseach ) yang   
dilakukan di Desa Tanjung Baru  Kecamatan Batang Lubu Sutam 
Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan data yang diambil dari 
masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat sebagai sumber 
utama. Dipilihnya Desa Tanjung Baru sebagai lokasi penelitian karena 
merupakan daerah yang cukup tinggi melaksanakan nikah sirri atau 
perkawinan dibawah tangan. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa Tanjung Baru 
Kecamatan Batang Lubu Sutam KabupatenPadang Lawas yang 
melaksnakan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri. 
Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah,persepsi 
masyarakat terhadap pencatatan perkawinandi Desa Tanjung Baru 
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Kecmatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawasmenurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Desa 
Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam yang melakukan perkawinan 
dibawah tangan  dengan jumlah 50 pasangan suami istri, darijumlah 
populasi yang adapenulis mengambil keseluruhan pasangan suami istri 
sebagai sampel(Total Sampling). 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
cara dan tahapan sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan 
pada Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten  
Padang Lawas  untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap 
subjek maupun objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan teknik tanya jawab 
langsung dengan responden untuk memperoleh informasi sesuai dengan 
data yang diperlukan. 
c. Angket, yaitu penulis membuat berupa daftar pertanyaan sekitar 
penelitian ini yang kemudian disebarkan untuk diisi oleh para responden 
untuk memperkuat hasil penelitian. 
d. Studi pustaka, yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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5. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik 
yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai 
dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. 
6. Metode Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut dengan 
menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Metode Deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil 
kesimpulan secara khusus. 
b. Metode Induktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil 
kesimpulan secara umum. 
c. Metode deskriptif, adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 
secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah 
sedikitpun. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya 
penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab 
yaitu: 
BAB I :Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
metode penelitian, sistematika penulisan.  
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BABII :Tinjauan lokasi penelitian, yang berisi tentang sejarah 
Terbentuknya Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu 
Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, 
Struktur Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam 
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Keadaan 
Kependudukan Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu 
Sutam, keadaan Ekonomi Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang 
Lubu Sutam, keadaan keagamaan Desa Tanjung Baru Kecamatan 
Batang Lubu Sutam, keadaan pendidikan Desa Tanjung Baru 
Kecamatan Batang Lubu Sutam, dan keadaan Adat Istiadat Desa 
Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Suta Kabnupaten 
Sumatera Uatara. 
BAB III: pencatatan perkawinan ,pengertian perkawinan, hukum 
perkawinan, rukun dan syarat perkawinan ,dasar hukum 
perkawinan,  undang-undang perkawinan tahun 1974, pencatatan 
perkaiwinan menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan 
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, urgensi pencatatan 
perkawinan, tata cara pencatatan perkawinan. 
 BAB  IV:Menjelaskan hasil penelitian, berisi penyebab masyarakat Desa 
Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam tentang tidak 
mencatat Perkawinan, Faktor apa yang mempengaruhi 
masyarakat  Desa Tanjung Baru terhadap pencatatan perkawinan, 
Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang persepsi 
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masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Desa Tanjung 
Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam. Solusi tentang pernikahan 
yang tidak tercatat. 
 BAB V : Kesimpulan dan Saran. 
  Daftar kepustakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
